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Penelitian ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah 
Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia (Studi Kasus 
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.SP)". Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah : 
 
1. Siapakah yang berhak untuk menguasai tanah timbul (aanslibbing)? 
 
2. Apa bentuk penyelesaian sengketa atas tanah timbul (aanslibbing) ? 
 
Sesuai dengan rumusan masalah yang dianalisis, maka penelitian ini 
merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan 
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah 
ada tersebut dikualifikasikan dan dianalisis sehingga dapat membangun argumen 
untuk menjawab rumusan masalah yang ada. 
Berdasarkan penelitian terhadap rumusan masalah yang dianalisis, 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Negara melalui pemerintah pusat berhak menguasai Tanah Timbul secara langsung 
hal ini didasarkan Angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 Tahun 1996 Tentang Penertiban Status 
Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 
Tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 











Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah Pusat dan Provinsi yang berwenang 
memperoleh Hak Pengelolaan atas Tanah Timbul yang dikuasai oleh negara 
hal ini didasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 1 angka 4 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus 
Pertanahan bentuk penyelesaian sengketa atas Tanah Timbul terbagi menjadi dua 
yaitu, melalui non-litigasi dengan cara pembatalan hak atas tanah oleh Kepala 
Kantor Pertanahan karena keputusan/penetapannya terbukti mengandung cacat 
hukum administrasi yaitu pemalsuan warkah-warkah maupun dapat melalui 
kesepakatan berdamai dari para pihak yang bersengketa, sedangkan melalui litigasi 
dengan cara di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara seperti 
pada Putusan No. 16/Pdt.G/2009/PN.SP. 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penulis yaitu pertama, 
seharusnya untuk memberikan kepastian penguasaan atas Tanah Timbul maka 
sebaiknya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat segera menetapkan Undang-
Undang Tentang Hak Menguasai Negara yang didalamnya mengatur mengenai 
hak menguasai atas Tanah Timbul. Kedua, seharusnya bentuk penyelesaian 
sengketa atas Tanah Timbul (aanslibbing) dari putusan No.16/Pdt.G/2009/PN.SP 
sebenarnya dapat melalui pembatalan hak atas tanah karena 











atas tanah milik Tergugat I s.d IV adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan 
 








































































Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi 
danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami 
lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai negara. Selanjutnya 
penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku.  
Penulisan penelitian ini akan menelaah dan menganalisa lebih lanjut 
tentang penyelesaian sengketa penguasaan tanah timbul dalam sistem hukum 
pertanahan Indonesia dengan studi kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/Pn.SP.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, 
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma 
dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, 
keputusan-keputusan pengadilan, maupun doktrin. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah timbul yang dikuasai 
langsung oleh negara hanya dapat dihaki dalam bentuk Hak Pengelolaan hanya 
oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan dapat dilimpahkan kepada 
pihak ketiga memalui mekanisme perjanjian didepan dalam bentuk Hak Pakai 
atau Hak Guna Bangunan. Bentuk penyelesaian sengketanya dapat melalui 
pembatalan hak atas tanah karena keputusan/penetapannya terdapat cacat hukum . 
 













































Natural arising lands such as delta, coastal land, lake / situ edge, river 
bank deposits, islands arising and other naturally occurring lands are stated as land 
directly controlled by the state. Furthermore, the control / ownership and use are 
regulated by the State Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land 
Agency in accordance with the applicable laws and regulations.  
The writing of this research will examine and analyze further about the 
resolution of land tenure disputes arising in the Indonesian land law system with a 
case study of Decision Number 16 / Pdt.G / 2009 / Pn.SP. 
The research method used is normative legal research, namely legal 
research carried out by analyzing the norms and rules of law contained in the 
legislation, court decisions, and doctrine.  
The results of the research show that arising land that is directly 
controlled by the state can only be blocked in the form of Management Rights 
only by the central government and provincial government and can be delegated 
to third parties through the mechanism of agreement in the form of Right of Use 
or Right to Build. The form of settlement of the dispute can be through the 
cancellation of land rights because the decision / determination has a legal defect. 
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1. Negara melalui pemerintah pusat berhak menguasai Tanah Timbul secara 
langsung. Penguasaan oleh negara atas bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya berarti bahwa negara berwenang dan diberi 
kebebsan untuk mengatur, membuat kebijakan, mengelola serta 
mengawasi pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dengan ukuran konstitusional yaitu "untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat". Pemerintah Pusat dan Provinsi yang berwenang 
memperoleh Hak Pengelolaan atas Tanah Timbul yang dikuasai oleh 
negara untuk dapat memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan 
mempergunakan empat tolok ukur, yaitu : (i) Kemanfaatan sumber daya 
alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi 
rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber 
daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun 
temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. 
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 
Penyelesaian Kasus Pertanahan bentuk penyelesaian sengketa atas Tanah 
Timbul terbagi menjadi dua yaitu, melalui non-litigasi dengan cara 











keputusan/penetapannya terbukti mengandung cacat hukum administrasi 
yaitu pemalsuan warkah-warkah maupun dapat melalui kesepakatan 
berdamai dari para pihak yang bersengketa, sedangkan melalui litigasi 
dengan cara di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara 





1. Seharusnya untuk memberikan kepastian penguasaan atas Tanah Timbul 
maka Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat segera menetapkan Undang-
Undang Tentang Hak Menguasai Negara yang didalamnya mengatur 
mengenai hak menguasai atas Tanah Timbul. 
2. Seharusnya bentuk penyelesaian sengketa atas Tanah Timbul (aanslibbing) 
dari putusan No.16/Pdt.G/2009/PN.SP sebenarnya dapat melalui 
pembatalan hak atas tanah karena keputusan/penetapannya terdapat cacat 
hukum terbukti data yuridis dan data fisik atas tanah milik Tergugat I s.d 
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